
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 180/Kep. /2025 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN 
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN ANGGARAN 2025 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal (9) Peraturan 
Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, perlu 
ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana beberapa kali telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Repunlik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undagn-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6959); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpina dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemabaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor), Sebagaimana Telah 
Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrati 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2023 Nomr 4); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2024 Nomor 11); 

11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2024 Nomor 4); 

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 



Kebupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24); 

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 672/KEP.GUB/SETDA.PEM-
OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi 
masa Jabatan Tahun 2024-2029. 

2. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 090/KEP.30/2025 Tentang 
penetapan kelompok kemampuan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  

KESATU Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
Anggaran 2025 

KEDUA Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan 
Reses yakni: 

a. Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kerinci sebesar Rp. 10.500.000.- 

b. Menetapkan Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kerinci sebesar Rp. 10.500.000.- 

KETIGA : Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud 
pada dikturn Kedua huruf a dibayarkan setiap bulan dan 
Tunjangan. Reses sebagaimana dimaksud pada diktum 
Kedua huruf b dibayarkan setiap selesai pelaksanaan Reses. 

KEEMPAT : Sekretaris DPRD bertanggungjawab sepenuhnya atas 
diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan 
pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Belanja 
Operasi DPA DPRD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 
2025. 

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 
2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. 

Ditetapkan di Siulak 
pada tanggal /9 Febry 4 r i.  

Pj. BUPATI KERINCI, 

V' v  ASRIICI(V..  

Tembusan disampaikan Kepada Yth : 
1. Pimpinan DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras 
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak 
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak 
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak 
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 eksemplar) 
6. Yang bersangkutan. 

2025 
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